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ABSTRAK 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah yaitu  (1) Bagaimana 

Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten ?. (2) Apa saja faktor-faktor 

penghambat dalam pembentukan peraturan di Desa Tulung Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten?. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hubungan antara 

Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalm pembentukan 

peraturan. (2) Faktor-faktor penghambat dalam hubungan kerja tersebut di Desa 

Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan adalah cara metode yang dipergunakan di dalam penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada. 

Pola hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi dan 

koordinasi bukan dalam bentuk dominasi. Untuk mengetahui pola hubungan 

tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pem-

berdayaan masyarakat Desa. Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam 

penerapan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah adanya 

perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang 

menyangkut pelaksanaan pemerintahan Desa yakni Kepala Desa harus 

berkonsultasi dengan BPD. Kendala yang lain adalah adanya tarik ulur 

kewenangan antara Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan Pemerintahan 

Desa karena Kepala Desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerin-

tahan. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas, 

fungsi dan wewenangnya harus berdasarakan pada peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat 

Desa. 
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